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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaiaan Bagi Masyarakat

Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada. Mosa sebagai

Lembaga Pemangku Adat adalah suatu lembaga yang bersifat kolegial

atau lembaga kebersamaan dalam tugas kepemimpinan untuk menjaga

ketentraman dan kesejahteran serta pertahanan keamanan

masyarakat.Mosa mempunyai kontribusi yang besar bagi

masayarakatdalam menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat lokal

khususnya sengketa tanah ulayat sekaligus membantu meringankan

beban tumpukan perkara di lembaga pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya

perdamaian oleh Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat ada beberapa

tahap yang harus dijalani yakni; pengaduan dari para pihak, proses

musyawarah di tengah kampung/ kisa Nua, pemanggilan para pihak yang

bersengketa, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi,

tanggapan dari para Mosalaki dan Penutup. (berisi pesan dan petuah dari

para Mosalaki kepada para pihak yang bersengketa agar dapat

menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan damai).
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2. hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh

Mosa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum

adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada yakni; ketidakjelasan

kepemilikan batas tanah, adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah

Kabupaten Ngada, kehilangan saksi/ pelaku sejarah, meningkatnya nilai

tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, melunturnya nilai

budaya, kurangnya sosialisasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang diberikan

adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemangku Adat Mosa sebagai warisan leluhur yang bernilai

moral tinggi hendaknya digali, diwariskan, dan dilestarikan oleh seluruh

masyarakat Jerebu’u.

2. Sebagai Lembaga Pemangku Adat Mosa dalam menjalankan peranya

dituntut untuk bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pihak

yang bersengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

3. Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat diharapkan dapat benar-benar

memahami hukum adat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum

adat agar dalam menangani suatu sengketa dapat menjadi hakim

perdamaian yang adil.

4. Agar diupayakan peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan

standarisasi hukum adat yang berlaku dan fungsi hakim dan tata cara

perdamaian adat di dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat antar
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warga masyarakat sebagai Lembaga Pemangku Adat yang independen

serta membantu Kepala Desa untuk bersama menyelesaikan sengketa

warga masyarakat.

5. Lembaga Pemangku Adat Mosa, hendaknya diadopsi sebagai suatu

kearifan lokal, yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa adat di

tingkat lokal pada masyarakat Jerebu’u maupun masyarakat Ngada.

6. Agar segera dibentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan eksistensi

dari tanah Woe di Kabupaten Ngada, sehingga dikemudian hari

seyogianya dapat digunakan apabila membuat suatu peta tata ruang.Hal

ini juga sebagai bentuk perlindungan serta penghormatan terhadap tanah-

tanah suku dan masyarakat hukum adat dari tindakan kesewenang-

wenangan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten

Ngada.

7. Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah Woe disertai

dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal yang

perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah Woe

sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung

jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini

BPN. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya

mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah

Woe yang dimiliki sehingga dikemudian hari sengketa menyangkut tanah

suku ini dapat diminimalisir permasalahannya.
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